SALINAN

NOMOR 4 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2024

BUPATI BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI

NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

Menimbang

a.

TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

bahwa rencana pembangunan jangka panjang daerah
mempunyai peran dan fungsi penting dalam
menentukan arah dan prioritas pembangunan daerah
dalam rangka mewujudkan pembangunan yang
merata dan berkeadilan demi tercapainya
kesejahteraan rakyat;

bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2025-2045 disusun
dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045, Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa
Barat Tahun 2025-2045, dan Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Bekasi untuk mencapai Visi Emas
Indonesia 2045 yaitu Mewujudkan Indonesia sebagai
Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan
Berkelanjutan, dan Rencana Tata Ruang Wilayah;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal
264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2025-2045;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-
2045;
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Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah =~ Kabupaten  Dalam  Lingkungan
Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6841);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022,
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
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menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Karya menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6547);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4833)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6042);
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

14. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018 tentang

Rencana Induk Transportasi Jakarta, Bogor, Depok,
Tangerang dan Bekasi Tahun 2018-2029 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun

2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 262);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 12 Tahun

2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Bekasi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah
Kabupaten Bekasi Tahun 2011 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BEKASI
Dan

BUPATI BEKASI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.

2.

Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah
adalah Daerah Kabupaten Bekasi.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Bekasi.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang
selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen
perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20
(dua puluh) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
selanjutnya  disingkat RPJMD adalah dokumen
perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun
terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa
jabatan Bupati.
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6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disebut RKPD adalah dokumen perencanaan daerah
untuk periode 1 (satu) tahun.

7. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat
RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang
merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan
pemanfaatan ruang wilayah daerah ke dalam struktur
dan pola pemanfaatan ruang wilayah.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.

9. Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara
kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang
direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin
dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat
perencanaan dibuat.

10. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus
diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan
pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan
bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting,
mendasar, mendesak, Dberjangka  panjang, dan
menentukan  pencapaian tujuan  penyelenggaraan
pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang
diinginkan pada akhir periode perencanaan
pembangunan daerah.

12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

13. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau
dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.

14. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan
tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah
atau perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian
hasil program perangkat daerah.

15. Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau
kerangka kerja dalam pencapaian pembangunan yang
menggambarkan terwujudnya visi pada setiap tahapan
dan diukur dengan menggunakan indikator yang bersifat

progresif.
BAB II
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
Pasal 2

(1) RPJPD merupakan penjabaran dari visi dan misi, arah
kebijakan, sasaran pokok pembangunan daerah jangka
panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun
berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional, RPJPD Provinsi dan RTRW.

(2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi
pedoman dalam penyusunan/perumusan:

a. materi visi, misi dan program calon Bupati dan Wakil
Bupati;
b. RPJMD; dan
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c. dokumen perencanaan pembangunan lainnya.

Pasal 3

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan
dan untuk menghindarkan kekosongan rencana
pembangunan daerah, Bupati yang sedang menjabat
pada tahun terakhir jabatannya, menyusun RKPD untuk
tahun pertama periode jabatan Bupati berikutnya.

RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan
sebagai pedoman untuk menyusun APBD tahun pertama
periode jabatan Bupati berikutnya.

Pasal 4

Periodisasi pembangunan jangka panjang daerah dibagi dalam
tahapan pembangunan jangka menengah dengan tahun
perencanaan yang disesuaikan dengan masa jabatan Bupati.

BAB III
SISTEMATIKA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
PANJANG DAEARAH
Pasal 5

Sistematika RPJPD adalah sebagai berikut:
a. BABI : PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang, dasar hukum,
maksud dan tujuan, serta uraian mengenai
keterkaitan antara dokumen RPJPD dengan
dokumen perencanaan lainnya, serta
sistematika.

b.BABII : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Berisi uraian mengenai aspek geografi dan
demografi, aspek kesejahteraan masyarakat,
aspek daya saing, aspek pelayanan umum,
evaluasi hasil RPJPD sebelumnya, trend
demografi dan kebutuhan sarana prasarana
pelayanan publik, serta pengembangan pusat-
pusat pertumbuhan.

c. BABIIl : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Berisi uraian permasalahan dan isu strategis
daerah yang disimpulkan dari isu strategis
sesuai konteks (global, nasional, dan regional).

d. BAB IV : VISI DAN MISI DAERAH

Berisi wuraian kondisi daerah yang ingin
diwujudkan hingga tahun 2045 dan misi yang
merupakan upaya-upaya yang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan visi daerah.

e. BABV : ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

Berisi uraian tahapan capaian pembangunan per
5 (lima) tahun dalam rangka pencapaian visi dan
misi Daerah, termasuk uraian sasaran pokok
yang merupakan rincian pernyataan kinerja yang
menggambarkan  pencapaian pembangunan
sebagai upaya perwujudan visi daerah.

f. BAB VI : PENUTUP



Pasal 6
Isi dan uraian RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 7
(1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap
pelaksanaan RPJPD.
(2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam
Peraturan Bupati.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 8

(1) Rencana Pembangunan Daerah yang telah ditetapkan
dengan Peraturan Bupati Bekasi Nomor 195 Tahun 2022
tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-
2026 masih tetap berlaku sampai berakhirnya jangka
waktu Rencana Pembangunan Daerah tersebut.

(2) Rencana Strategis Perangkat Daerah yang telah
ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bekasi Nomor 212
Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah
Tahun 2023-2026 masih tetap berlaku sampai
berakhirnya jangka waktu Rencana Strategis tersebut,
dan dapat disesuaikan berdasarkan RPJMD Kabupaten
Bekasi Tahun 2025-2029.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal, 20 September 2024
Pj. BUPATI BEKASI,

Ttd

DEDY SUPRIYADI

Diundangkan di Cikarang Pusat
Pada tanggal, 1 Oktober 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

Ttd

JAOHARUL ALAM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2024 NOMOR : 4
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT : (4/159/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya

BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BEKASI
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA

Ttd

SUPIYAD], SH, MH.
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045

UMUM

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah
dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang
berisi penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok
pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun serta
disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW. Dengan akan
berakhirnya RPJPD Kabupaten Bekasi Tahun 2005-2025 dan
menindaklanjuti Pasal 38 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah yang menyebutkan bahwa Bupati menetapkan Rancangan
Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten yang telah dievaluasi oleh
Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menjadi peraturan daerah
kabupaten tentang RPJPD Kabupaten paling lambat 6 (enam) bulan
setelah RPJPD periode sebelumnya berakhir, maka kemudian disusun
RPJPD Tahun 2025-2045.

Adapun maksud penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 adalah untuk
memberikan gambaran tentang arah pembangunan ke depan dalam
upaya mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dan
mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan. Sementara
tujuan penyusunannya yaitu merumuskan visi, misi, arah kebijakan, dan
sasaran pokok jangka panjang dalam rangka:

1. Menciptakan koordinasi dan sinergi antar pelaku pembangunan dalam
mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah;

2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan
pembangunan daerah antara pemerintah daerah dengan daerah
sekitar dan pemerintah pusat;

3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan; serta

4. Mewujudkan upaya pencapaian kesejahteraan bersama dengan
memanfaatkan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan
berkelanjutan.

Pelaksanaan RPJPD Tahun 2025-2045 terbagi ke dalam periodisasi

perencanaan pembangunan jangka menengah daerah 5 (lima) tahunan,

yaitu:

1. Periode 2025-2029;

2. Periode 2030-2034;

3. Periode 2035-2039; dan

4. Periode 2040-2045.

RPJPD Tahun 2025-2045 selanjutnya akan menjadi pedoman dalam

penyusunan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang akan

disusun sesuai dengan periode arah kebijakan RPJPD Tahun 2025-2045.



II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 2

Cukup jelas.
Pasal 3

Cukup jelas.
Pasal 4

Cukup jelas.
Pasal 5

Cukup jelas.
Pasal 6

Cukup jelas.
Pasal 7

Cukup jelas.
Pasal 8

Cukup jelas.
Pasal 9

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI NOMOR 4 TAHUN
2024
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